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ABSTRAK

ULIN NIKMAH, NIM. 98383241, TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI BUS DI ASPADA,
FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota akan kepemilikan bus,
ASPADA memiliki kebijakan-kebijakan dalam sistem perjanjian jual beli, yang mana
ASPADA berfungsi sebagai mediator bagi calon pemilik bus, dimana ASPADA
sebagai pihak Il11, Karoseri pihak I, dan cal on pemilik sebagai pihak II. Di sini pihak
I melimpahkan kekuasaan atas suatu barang yang berupa bus, secara kepercayaan
kepada pihak ASPADA (pihak I11). Dengan demikian ASPADA mempunyai kuasa
atas transaksi jual beli yang berupa sewa beli bus.

Penyusun tertarik untuk melihat bagaimana sistem perjanjian jual beli di
ASPADA apakah sesuai dengan syari‘ah atau belum. Oleh karena itu penelitian ini
membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian
jual beli bus di ASPADA ? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi
apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli bus di ASPADA Jenis penelitian
dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang diperlukan
dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan, dalam hal ini dari sistem perjanjian jual
beli di  ASPADA. Untuk memperoleh data menggunakan metode observasi,
interview dan dokumentasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah Menurut hukum Islam system perjanjian jual
beli bus yang dilaksanakan di ASPADA diperbolehkan, sebab syarat-syarat dari
perjanjian telah terpenuhi dan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Wanprestasi
pada hakekatnya tidak dapat dilakukan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan
kedua belah pihak. Namun apabila hal itu terjadi pada perjanjian sewa beli di
ASPADA, maka calon pemilik tidak akan mendapatkan suatu hak apapun terhadap
semua pembayaran yang telah diserahkan. Karena kedudukan cal on pemilik pada
saat wanprestasi adalah soorang penyewa dan barang masih milik mutlak dari pihak
penjual. Menurut pandangan hukum Islam terhadap penjualan barang atau obyek
akad pada saat calon pemilik melakukan wanprestasi diperbolehkan karena pihak
ASPADA telah memberikan toleransi waktu kepada calon pemilik untuk menebus
kendaraan tersebut dan pihak calon pembeli telah-memperoleh hasil dari
beroperasinya bus sebelum dinyatakan melakukan wanprestasi.

Kata kunci : Perjanjian jual beli ; wanprestasi
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IV. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang aitulis i dan bunyi u panjang
ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis a

S ditulis fala

2. Kasrah +‘ya’ mati ditulis 1
o’ ditulis tafsil

3. Dammah + wawu mati ditulis u

d )-'s--ﬁi ditulis usul

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
s 3 ditulis az-Zuhaill

2. Fathah + wawu mati ditulis au

4] jﬂ\ ditulis ad-daulah

V1. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zz'1t dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki kata aslinya.
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kasth kepada:
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skripsi ini.



2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : 3glall 3.3\.3,\ ditulis Bidayatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang

mengiringinya. Seperti (y ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( * ).
Seperti ;. ditulis Syai’un

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi
vokalnya. Seperti «3L y ditulis raba’ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang

apostrof (7 ). Seperti () j-.lit\ ditulis ta’khuzuna

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qgomariyah ditulis al
38l ditulis al-Bagarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf i’ diganti dengan huruf syamsiyah

yang bersangkutan.

PRI ditulis an-Nisa’

1X. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

w98l (5 53 ditulis zawil furid atau zawi al-furud

aa) dé\ ditulis ahlus sunnah atau ahl al-sunnah
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BAB1

PENDAHULUAN

. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat,
tunjang-menunjang, topang-menopang, dan tolong-menolong antara satu
dengan yang lainnya. Sebagai mahluk sosial, manusia menerima dan
memberikan andilnya kepada orang lain, yang saling bermu’amalah untuk
memenuhi hajat hidup dan mencapai kemaj uaﬁ dalam hidupnya.”

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam
masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan
manfaat dan menghindarkan madarat. Oleh sebab itu setiap praktek mua’malat
harus dijalankan dengan memelihara keadilan dan menghindarkan unsur-unsur
penganiayaan serta unsur- unsur penipuan.z)

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai mahluk

sosial tidak dapat terlepas dari bekerja sama dengan orang lain. Sebagaimana

firman Allah:
\ \
2191 51Tl padly oV e 55U Yy iy o 15y s

H uu\ ,).,,).ﬁb

) Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cet. 1, (Bandung: Diponegoro,

1984), him. 13

2 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),

hlm. 13

¥ al-Maidah (5): 2






antara perjanjian jual beli dan sewa menyewa, di mana kepemilikan barang
akan menjadi milik seseorang secara mutlak dalam arti bahwa dia berhak
sepenuhnya terhadap barang tersebut setelah pembayaran angsuran yang
terakhir terbayar lunas.

ASPADA merupakan nama sebuah koperasi yang terletak dijalan
jl.Gambiran no.9A Yogyakarta. Semula ASPADA mengkhususkan din
sebagai koperasi angkutan darat, tetapi akibat krisis moneter menjadikan
koperasi melakukan diversifikasi, yang kemudian menjadikan ASPADA
sebagai koperasi serba usaha.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota akan kepemilikan bus,
ASPADA memiliki kebijakan-kebijakan dalam sistem perjanjian jual beli,
yang mana ASPADA berfungsi sebagai mediator bagi calon pemilik bus,
dimana ASPADA sebagai pihak 11l, Karoseri pihak I, dan calon pemilik
sebagai pithak II. Di simi pihak I melimpahkan kekuasaan atas suatu barang
yang berupa bus, secara kepercayaan kepada pihak ASPADA (pihak III).
Dengan demikian ASPADA mempunyai kuasa atas transaksi jual beli yang
berupa sewa beli bus.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bahwa terjadinya jual beli dan
sewa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Penjual atau orang yang menyewakan yaitu orang yang mempunyai
barang atau benda
- Pihak pembeli atau penyewa yaitu yang mempunyal uang atau yang

membutuhkan barang



- Sesuatu yang diperjualbelikan atau yang disewakan sebagai obyek akad

- Alat pembayaran

- Sigat akad

Proses jual belib - di ASPADA dilakukan oleh tiga pihak:

1. Pihak Karoseri yaitu pihak yang mempunyai barang berupa kendaraan bus

2. Pihak ASPADA sebagai mediator yang menyalurkan atau menjual kepada
anggotanya yang mendapat kuasa dari pihak karoseri

3. Pihak anggota yang berkeinginan memiliki kendaraan bus.

Bagi calon pemilik bus harus membayar uang muka sebesar Rp.5 juta,
(contoh transaksi pada tahun 1996 dan akan berakhir pada tahun 2002) sisa
harga bus yang belum terbayar wajib dibayar oleh calon pemilik secara
angsuran setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu
lima tahun dan setelah pembayaran angsufan yang terakhir dibayar lunas,
maka bus akan menjadi milik seseorang secara mutlak.” Di samping adanya
resiko yang semuanya ditanggung oleh calon pemilik, apabila terjadi
pemutusan perjanjian (wanprestasi) calon pemilik (pihak Il) harus segera
menyerahkan barang tersebut yang berupa kendaraan bus kepada pihak I yang
dikuasakan kepada ASPADA (pihak I1I) dan pihak II tidak mempunyai suatu
hak apapun terhadap semua pembayaran yang telah dibayarkan.

Sekilas transaksi tersebut seperti jual beli dengan cicilan, dimana
sebagian harga dibayar di muka dan sebagian pembayarannya dilakukan

secara angsuran. Sewa beli harus dibedakan dan perjanjian jual beli dengan

%) Wawancara dengan Bapak Robert Siadari, Selaku pengurus Koperasi ASPADA
Yogyakarta, tanggal 29 September 2002






Dari latar belakang masalah di atas penyusun tertank untuk melihat

bagaimana sistem perjanjian jual beli di ASPADA apakah sesuai dengan

syari’ah atau belum.

B. Pokok Masalah
Berpijak dari latar belakang masalah yang di parkan, maka ada
beberapa pokok masalah yang dirumuskan:
1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian jual beli
bus di ASPADA ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap s¢ «si apabila terjadi

wanprestasi pada perjanjian jual beli bus di ASPADA ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem
perjanjian jual beli bus di ASPADA.
b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap wanprestasi
yang terjadi pada perjanjian jual beli bus di ASPADA.

2. Kegunaan

a. Untuk menambah pengetahuan dan sumbangsih pemikiran dalam

hukum Islam umumnya dan di bidang mu’amalat pada mhususnya.



b. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang terkait dengan
perjanjian jual beli di ASPADA pada khususnya, dan pihak lain yang

berkepentingan pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Manusia sebagai mahluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan
sesamanya untuk mewujudkan tujuan bersama. Islam tidak hanya
membenarkan dan memotivasi terwujudnya kerjasama melalui berbagai
bentuknya yang dinamis dan halal, melainkan juga membekali etos kerja atas
dasar iman dan takwa yang melahirkan kerjasama yang jujur, adil dan
benanggungjawab.7) Seperti halnya organisasi sosial, organisasi bisnis juga
petu membangun realitas organisasi yang dibutuhkan. Realitas itu jelas yang
menyerap dan mensimbolkan nilai-nilai etis syari’ah dan mengakomodasikan
sifat organisasi bisnis yang cenderung menjadi pencari keuntungan.

Koperasi sendiri merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial,
artinga meskipun kegiatannya adalah ekonomi (bi is untuk memenuhi
kebutuhan materiil), namun kegiatan-kegiatannya adalah semata-mata untuk
kemajuan dan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Di sini jelas bahwa
koperasi pada dasarnya mengandung dua pengertian dasar, yaitu sebagai

perkumpulan orang dan sebagai usaha ekonomi.¥ Dalam suatu kerjasama,

7 Hamzah Ya’qub, Etos Kerja Isiam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), him. 107

® MRusli Karim dan Fauzie Ridjal (Ed), Dalam Pembangunan Dinamika Ekonomi dan
IPTEK, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), him. 50-51.



seperti  juga di ASPADA tentunya tidak terlepas dari perjanjian dan aturan-
aturan yang harus disepakati dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis mendefinisikan
perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa
orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu
perbuatan tertentu yang mengakibatkan perbuatan hukum. %

Pada dasamya semua perbuatan mu’amalah dalam hal ini adalah jual
beli adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena
hukum asal jual beli 1tu boleh, kemudian kebolehan itu menjadi masalah
ketika barang yang diperjualbelikan diperkirakan membuat kerusakan dan
kerugikan bagi pthak-pthak yang bersan  utan.

Perjanjian jual beli bus di ASPADA merupakan perjanjian sewa beli
dengan syarat khusus yang mana calon pemilik berkewajiban membayar uang
muka dan sisa dari harga yang terhutang akan dibayar secara angsuran dengan
batas waktu yang telah ditentukan.

Prinsip Islam tentang pemgaturan usaha ekonomi sangat cermat
sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan
berbagai bentuk usaha lainnya. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilku
ckonomi bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari’at, sehingga pihak-
pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, dan terjamin

kemaslahatannya.

? Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), him. 1



Terhadap syarat-syarat khusus yang ada pada akad tersebut, para ulama
berbeda pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah l:;oleh menetapkan syarat-syarat
khusus pada waktu akad berlangsung selama persyaratan yang mereka buat
tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syari’at. Pendapat tersebut didasarkan
pada prinsip bahwa hukum asal dalam berbagai akad dan menetapkan
beberapa persyaratan didalamnya adalah boleh dan sah tidak haram dan tidak
pula Dbatal, kecuali jika syarat tersebut menunjukkan keharaman dan
pembatalannya,'?

Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung
persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak
penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya
tetapi calon pembeli tidak dapat membayar harga barang sekaligus penjual
bersedia untuk menerima harga barang dengan dicicil atau diangsur tapi ia
mensyaratkan jaminan bahwa barangnya (sebelum harganya dibayar lunas)
tidak dijual lagi oleh pembeli.'”

Menurut as-Sayyid Sabiq jual beli boleh dilangsungkan dengan harga
waktu itu boleh juga dengan harga yang ditangguhkan, demikian juga
sebagian dibayar l/angsung dan sebagian lagi pembayarannya ditangguhkan
jika ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jika pembayaran
ditangguhkan dan ada penambahan harga karena penangguhan tersebut, jual

beli sah mengingat penangguhan sendin itu adalah harga. Demikian menurut

9 Muhammad Amin, Ijtihad  Ibnu Taimiyah dalom Bidang Figh Islam, (Jakarta:
Indonesian Netherlands Corporation in Islamic, 1991), him. 102

'V Subekti., Aneka Perjanjian, him. 52
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ulama Hanafiah, Syafi’iyah, Zaid bin ‘Ali, al-Mu’ayyad Billah dan Jumhur
ahli figh.'?

Kajian-kajian dan pembahasan ‘:ntang jual beli menurut Islam
bukanlah merupakan bahasan yang bary, tetapi sesuai dengan perkembangan
zaman banyak sekali model transaksi jual beli yang bermunculan, seperti
transaksi jual beli dalam bentuk sewa beli. Sewa beli merupakan kajian yang
baru dan masih sedikit yang membahas permasalahan ini.

Menurut pendapat para ulama yang disebutkan di atas masih dalam
dataran teoretis, belum bicara bagaimana praktek dalam suatu perikatan,
sedangkan dalam skripsi ini mengkaji bagéimana sistem perjanjian jual beli
dalam bentuk sewa beli yang berlaku di ASPADA.

Ada beberapa skripsi yang mengangkat permasalahan sewa beli di
antaranya dapat dilihat pada skripsi yang disusun oleh Imam Ghazali yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksapaan Perjanjian
Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta”.”)
Dalam skripsi tersebut membahas masalah sewa beli yang cenderung pada
sewa menyewa, dimana tidak ada ewajiban seorang pengelola untuk
membayar uang muka mereka hanya berkewajiban membayar uang setoran
setiap hari sebagai kompensasi pembayaran uang sewa, apabila pengelola
tersebut berkeinginan memiliki taksi, maka méreka harus menyetorkan setoran

setiap hari selama waktu yang telah ditentukan. Apabila pengelola tidak

19) as-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-* Arabi, 1971), 11I: 73

) Imam Gazali, Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan perjanjian Kemitraan
dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta, Skripsi tahun 1999 tidak diterbitkan.
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berkeinginan memiliki taksi tersebut, maka kedudukan pengelola hanya
sebagai pekerja.

Adapun skripsi lainnya adalah yang disusun oleh Nafis Irkhami dengan
judul “Sewa Beli Perumahan Rumah Real Estate Griya Perwita Ditinjau
dari Hukum Islam.”'® Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa apabila
terjadi wanprestasi maka uang muka dan sewa yang telah dibayarkan akan
dikembalikan beberapa persen kepada penyewa sebagai ganti rugi.

Dan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap skripsi
tersebut diatas ada beberapa perbedaan dengan masalah yang akan penyusun
bahas dalam skripsi ini. Disamping obyek perjanjian yang berbeda aturan yang
ditetapkan dalam perjanjian masing-masing sewa beli juga berbeda. Sehingga
penyusun dapat mengatakan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam
skripsi ini merupakan permasalahan baru yang belum dibahas dalam skripsi

lain.

E. Kerangka Teoretik
Jual beli menurut Subekti adalah suatu perjanjian timbal balik dimana
pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu
barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga
yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik

tersebut.'”’

) Nafis Irkhami, Sewa Beli Perumahan Rumah Real Estate Griya Perwita Ditinjau dari
Hukum Islam, Skripsi tahun 1997 tidak diterbitkan.

%) Subekti, Aneka Perjanjian, him. 1
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Jual beli dengan angsuran menurut Iting Partadireja ada dua macam
yaitu:

1. Jual beli dengan ketentuan, bahwa pembeli segera menjadi pemilik barang
yang dibelinya, jadi hak milik itu sudah dimulai pada waktu barang di
ambil, walaupun harganya belum dibayar lunas.

2. Jual beli yang menentukan, bahwa barang yang dibeli itu baru menjadi hak
milik pembeli, apabila sudah dibayar lunas. Sebelum harga barang dibayar
lunas pembeli itu sesungguhnya bukan pembeli tetapi penyewa dan jual
belinya disebut sewa beli.'”

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan sewa beli adalah suatu
persetujuan yang pada pokoknya dinamakan sewa menyewa barang, dengan -
akibat bahwa si penerima barang tidak menjadi pemilik barang melainkan
sebagai pemakai belaka, baru apabila uang sewa telah terbayar dengan
sejumlah uang yang sesuai dengan harga pembelian, maka si penyewa beralih
menjadi pembeli, yaitu barang menjadi miliknya. i

Perjanjian dianggap sah apabila, adanya kesepakatan, kausanya halal,
para pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, dan ada sesuatu yang
diperjanjikan (obyek tertentu).'®
Sedangkan as-Sayyid Sabiq dalam kitab figh as-Sunnah menyatakan

bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarai-syarat sebagai berikut:

19 King Partadireja, Pengetahuan dan Hukum Dagang, (Jakarta: Erlangga, 1978), him. 25

17 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Cet.
9 (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 65

® pasal 1320, Undang-undang Hukum Perdata
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1. Tidak menyalahi hukum syari’ah yang disepakati adanya.

2. Harus sama rida dan ada pilihan.

3. Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi, sehingga tidak
diinterpretasikan kepada suatu interpretasi yang bisa menimbulkan
kesalahan pada waktu penerapannya. 9

Berangkat dari asumsi bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan

secara sukarela antara penjual dan pembeli di pandang sah, sebagaimana

firman Allah:
20)&0'0\); O_p;)\;i’.&ﬁ GNULU\:&(Q\J‘\ M’.Y\}M\Qx\ \‘:\i

Meskipun teori yang ditawarkan tersebut di atas tampak sederhana,
bukan berarti segala bentuk transaksi jual beli ity dibolehkan, dengan<
mengesampingkan unsur-unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu
pihak, baik penjual maupun pembeli.

Dalam mengadakan akad dalam suatu perjanjian pada dasarnya Islam
membebaskan kedua belah pihak yang berakad untuk membuat syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan bagi kedua belah pihak. Namun dalam perjanjian dan
perikatan hendaklah kemadaratan dan hal yang merugikan salah satu pihak

harus dihindari sebagaimana kaidah figh:

SRSy

1) as-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, 111: 62.
2 an-Nisa’ (4): 29

21 yalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, al-Asybah wa an-Naza'ir al-
Furu’, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), him. 59
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field
research). Data yang diperlukan dalam penelitian imi diperoleh dar
lapangan, dalam hal ini dari sistem perjanjian jual beli di ASPADA.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat diskriptik analitik, yaitu menggambarkan dan
menganalisa data yang diperoleh tentang pelaksanaan perjanjian jual beli
bus di ASPADA yang kemudian dianalisis dari hukum [slam.
3. Pengumpulan Data
Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan
penyusunan studi dokumen atau bahan pﬁstaka.m Untuk memperoleh data™
yang dibutuhkan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Observasi
Dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan sistem
perjanjian jual beli busdi ASPADA, penyusun datang ke lokasi yaitu
di kantor ASPADA yang berlokasi di jalan Gambiran No.9A
Yogyakarta untuk mengadakan pengamatan.
b. Interview
Interview ini penyusun lakukan untuk mengumpulkan data yang
berhubungan dengan ASPADA, sejarah berdirinya, struktur organisasi,
perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli.
Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan

) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Ul Press, 1986),
hlm. 95



16

pengurus yaitu ketua dan staf bagian umum koperast ASPADA
Yogyakarta sebagai sumber informasi.
c. Dokumentasi
Yaitu mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen
yang ada keterkaitannya dengan permasalahan ini.
4. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif yaitu,
pendekatan masalah yang di teliti apakah sudah sesuai dengan hukum
Islam atau tidak.
5. Analisa Data
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data -
kualitatif dengan menggunakan metode:

a. Deduktif yaitu, menganalisa data-data yang bersifat umum untuk
menilai suatu data yang bersifat khusus.” Yaitu ketika pembahasan
tentang konsep jual beli dan sewa dalam hukum Islam secara umum
kemudian dikhususkan dalam pelaksanaan sistem perjanjian jual beli
bus di ASPADA.

b. Induktif yaitu, cara berfikir, berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa
khusus atan konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.’® Yaitu
dan pembahasan sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA yang telah
dilakukan kemudian disimpulkan pada praktek jual beli bus kedalam

hukum Islam pada umumnya.

) Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi O:  t, 1991), hlm. 36
87

) Ibid., him. 42
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran mengenai skripsi ini maka disusun
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Diawali dengan bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang mencakup
latar belakang masalah, yang berisi tentang uraian beberapa alasan yang
menyebabkan penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian ini, sehingga
timbul pokok masalah yang perlu dikaji. Di samping itu dalam pendahuluan
ini penyusun juga menjelaskan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik yang
sebelumnya penyusun telah menelaah beberapa pustaka yang berkaitan
dengan permasalahan ini. Kemudian penyusun juga mengemukakan metode
penelitian dan sistematika pembahasan dalam bab pendahuluan tersebut.

Pada bab kedua sebagai landasan teori penyusun akan mengemukakan
gambaran umum tentang jual beli dan sewa dalam hukum Islam yang
meliputi, pengertian dan dasar hukumnya, macam-macam jual beli dan sewa,
serta rukun dan syarat jual beli dan sewa. Dalam hal im penyusun
menganggap perlu mengemukakan sub-sub di atas, mengingat sistem
perjanjian jual beli bus di ASPADA merupakan campuran dari keduanya.

Setelah  diketahui bagaimana jual beli dan sewa dalam Islam
selanjutnya harus diketahui bagaimana praktek jual beli bus di ASPADA.
Oleh karena itu pada bab ketiga penyusun akan mendeskripsikan sistem
perjanjian jual beli bus di ASPADA. Pada bab ini penyusun akan menjelaskan
sekilas gambaran tentang ASPADA yang mencakup sejarah berdiri dan

struktur organisasi di ASPADA. Kemudian di dalamnya dirangkai dengan
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pelaksanaan sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA, yang akan diuraikan
mengenai proses transaksi jual beli bus di ASPADA, hak dan kewajiban para
pihak serta wanprestasi pada perjanjian tersebut, sehingga dengan
diuraikannya pelaksanaan sistem perjanjian tersebut dapat memberikan
gambaran tentang persoalan-persoalan yang perlu dicari solusinya dalam
hukum Islam.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam tentang sistem
perjanjian jual beli bus di ASPADA, ada beberapa aspek yang menurut
penyusun perlu dianalisa yaitu aspek perjanjian dan wanprestasi pada sistem
perjanjian jual beli bus di ASPADA.

Pada bab yang terakhir yaitu bab kelima merupakan bab penutup yang-
berisi tentang kesimpulan, dimana dalam kesimpulan akan dijelaskan jawaban
atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan, kemudian penyusun

melengkapi dengan saran-saran.
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(ASPADA). Sedangkan pembayaran yang telah dibayarkan merupakan
kompensasi dari uang sewa. Dalam hal ini calon pemilik telah
mendapatkan manfaat dan hasil mengoperasionalkan bus selama masa
kewajiban di mana setiap harinya bus menghasilkan uang. Dalam hukum
Islam sesuatu yang dapat merugikan kedua belah pihak yang berakad
harus dihindari. Perjanjian sewa beli bus tersebut merupakan hubungan
yang saling menguntungkan, berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.
Menurut pandangan hukum Islam terhadap penjualan barang atau
obyek akad pada saat calon pemilik melakukan wanprestasi diperbolehkan
karena pihak ASPADA telah memberikan toleransi waktu kepada calon
pemilik untuk menebus kendaraan tersebut dan pihak calon pembeli telah-
memperoleh hasil dan beroperasinya bus sebelum dinyatakan melakukan

wanprestasi.

B. Saran-saran
1. Kerjasama dalam bentuk sewa beli yang dilakukan oleh ASPADA
hendaknya perlu dipertahankan, sebab hal itu mempermudah dan
meringankan anggota yang ingin memiliki bus.
2. Hendaknya ada musyawarah secara kekeluargaan apabila terjadi

wanprestast.
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KOPERASI ASPADA

Kapan koperasi berdiri sebagai badan hukum?

Bagaimana struktur keorganisasian di koperasi ASPADA?

Bagaimana sistem perjanjian jual beli di ASPADA dap bagaimana proses
traﬁsaksinya?

Apa saja yang tertuang dalam perjanjian tersebut?

Apa saja hak dan kewajiban célon pemilik?

Bagaimana mekanisme pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian jual
beli tersebut?

Kapan batas waktu pelunasan angsuran hingga bus menjadi milik seseorang
secara mutlak?

Bagaimana jika terjadi wanprestasi pada salah satu pthak?

Bagaimana tindakan ASPADA menghadapi calon pemilik vang sering

terlambat membayar angsuran?

10. Apa kebijakan yang diambil oleh ASPADA menghadapi calon pemilik yang

mengadakan wanprestasi?




DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARIAH

Alzmas s Jalan Massda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : D\"/DS/PP.O!).‘,—?/.ZK./Q 2004, Yogyakarta, 3. 5ept, 2002,
Lamp. 1o

Hal : Rekomendast Pelaksanaan Riset

Kepada

Assamu’alathom W Wb,

Denoan ini Kami sampaikan dencgan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk

1vlmpan menyusun Sknp% Thesis denOMJudul ......... T PO
y N“W oo bukum Lalem Deortieden OLaten Perisiicn Jusl Beldl
LA (1....(.@.«;..? ...................................................................................

kami mohon kiranya Bapal Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada
mahasiswa kami :

Nama WA RO
Nomaor Induk S A A
Semester :

Jurusan

Untuk mengadakan penelitian ( Riset ) di tempat-tempat sebagai berikut :
F e T TS LY o 10y It oS o3 s PO

1

2.
B
4

Metode pengnmpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah
tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis scbagai syarat untuk memperoleh
vjian/gelar Sagjana pada Fakultas Svari’ah IAIN Sunan Kahja a Yogyakarta

Adapun waktunya mulai .27, et 2000 .sd Sl oV 2002,
Dengan Dosen Pembimbing : Drs, flyentegl .' .....................................

Demikian atas peimohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum W, Wb,

Tembusan digsampaikan kepada Yth.
1. Bapak Rektor IARY Sunan Kalijaga (sebagai laporan )
2. Arsin,



(S

pibak pertama asal ditariknya kembali barang tersebut hanya di -~
sebabkan kelalaian pihak kedua untuk membayar angsuran.

————————————————————————————— PASAL 10 ~rmemmmmm e e e e

KETENTUAN-~-KETENTUAN UMUM

1. Pihak kedua mengetahul dan menyetujuil bahwa perijianjian sewa beli
ini oleh pihak pertama sebagai dasar bagi pelimpahan kredit kepa-
da pihak ketiga, dimana dalam hal ini barang (kendaraan) tersebut
pada pasal 1 {satu) diatas, atas nama pihak kedua diserahkan hak
miliknya secara kepercayaan/Fiducia (Fiducia Eigendoms Overdracht)
oleh pihak pertama kepada pihak ketiga seperti tersebut diatas,

2. Semua kuasa diberikan oleh pihak kedua pada pihak pertama berda -
sarkan perjanjian ini tanpa kecuall merupakan kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan atau pengakuan hutang
tersebut, yang tanpa kuasa-kuasa mana perjanjian ini dan atau pe-~
ngakuan hutang tersebut tidak akan dibuat, oleh karenanya kuasa
tersebut tidak ditarik kembali atau dibatalkan dan tidak berakhiz
karena sebab-sebab apapun termasuk yang termaktup dalam pasal
1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Dalam hal pengakhiran perjanjian ini para pihak melepaskan kxeten-
tuan~ketentuan dalam hal pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

4. Tentang perjanijian ini dan segala akibatnya para pihak memilih
tempat kediaman hukum (domisili) vang umum dan tetap di Kepanite-

raan Pengadilan Negeri Magelang.

Demikian surat perjanjian ini dibuat bersama dalam keadaan cakap
dengan dasar itikad baik dan Hdujur. Serta kedua belah pihak telah
mengetahui, mengerti dan menyetujul seluruh isi perijaniian ini.
Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga). Asli I (pertama) dibubuhi
meterai secukupnva dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu
untuk pihak I (pertama) dan lainnya untuk pihak kedua, sedangkan

copy selebihnya untuk pihak yang memerlukannya.

Magelang,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



